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Abstrak

Pertumbuhan fintech yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada perubahan lanskap ekonomi global.
Dengan perubahan tersebut fintech dapat menghadirkan berbagai manfaat dan tantangan secara sekaligus. Di satu sisi,
fintech meningkatkan inklusivitas dan efisiensi keuangan, sementara di sisi lain, fintech memicu munculnya risiko
disebabkan lemahnya keamanan dan privasi data pengguna layanan keuangan. Namun bagi masyarakat Islam,
pemanfaatan fintech tidak hanya ditinjau dari aspek manfaat dan resikonya, melainkan harus didasarkan pada
penegakan prinsip-prinsip muamalah Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama yang bermuara pada
kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini, yakni untuk menganalisis peran Financial
Technology (Fintech) dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech dengan
pengawasan pemerintah yang ketat dapat menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan ekonomi umat, mendukung
kesejahteraan sosial, dan memajukan inklusivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berorientasi pada
kemaslahatan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Fintech, Pemberdayaan Ekonomi Umat
Abstract

The rapid growth of fintech has significantly impacted the changing global economic landscape. With these
changes, fintech can present various benefits and challenges at the same time. On the one hand, fintech increases
financial inclusiveness and efficiency, while on the other hand, fintech triggers the emergence of risks due to weak
security and data privacy of financial service users. However, for the Islamic community, the use of fintech is not only
viewed from the aspect of benefits and risks, but must be based on upholding the principles of Islamic muamalah to
ensure compliance with religious teachings that lead to the benefit and welfare of society. This research aims to
analyze the role of Financial Technology (Fintech) in empowering the people's economy through the perspective of
Sharia Economic Law using a descriptive-analytical qualitative approach. The results show that fintech with strict
government supervision can be an effective tool in empowering the people's economy, supporting social welfare, and
advancing financial inclusiveness following benefit-oriented Islamic principles.

Keywords: Sharia Economic Law, Fintech, Public Economic Empowerment

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar telah terjadi di beberapa sektor
perekonomian, terutama karena berkurangnya hambatan yang terjadi akibat perkembangan
Internet dan teknologi digital, pengurangan biaya untuk memulai dan menjalankan bisnis, dan
transformasi kebiasaan konsumen dengan model bisnis digital. Perubahan paradigma yang dapat
diamati dari proses pemesanan akomodasi melalui pasar periklanan hingga industri musik, dan

yang terkini, model-model bisnis lama yang sering digunakan tergantikan dengan yang baru,

14


mailto:nursalamrahmatullah@uindatokarama.ac.id
mailto:aliimron@uindatokarama.ac.id
mailto:gufranpancai@gmail.com
mailto:fatimahhs@unima.ac.id

menjadi model digital.(Kerényi & Molnér, 2017)

Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun sejak Istilah “fintech” pertama kali muncul
digunakan atas nama salah satu proyek Citigroup, jumlah pengguna barunya meningkat sangat
drastis. Hal ini disebabkan oleh inovasi teknologi keuangan modern (fintech) memiliki potensi
untuk melawan tren negatif dan risiko dalam perekonomian global untuk jangka menengah, yang
mengakibatkan perubahan yang cepat dan tidak dapat diubah di sektor keuangan. Penerapan
Fintech, yang mendapatkan momentum pada pertengahan tahun 2010-an,(Kabulova, 2023) setelah
terjadi krisis keuangan tahun 2008, dimana peraturan perbankan yang semakin ketat, dan
munculnya layanan-layanan baru akibat menurunnya kepercayaan terhadap sektor perbankan,
telah memberi dampak yang signifikan terhadap sektor keuangan, dalam mentransformasikan
bisnis tradisional.

Sebagaimana perubahan dalam lingkungan keuangan di berbagai negara, misalnya
Malaysia, ketika banyaknya bank berlomba menuju kematangan digital pada tahun 2020, dengan
adanya penggunaan kartu kredit sebagai pengembangan Fintech pada tahun 1950an untuk
membantu masyarakat Malaysia meminimalkan beban dalam membawa uang tunai setiap
saat.(Abdul Rahim et al., 2021) Kemudian kehadiran sistem pembayaran berbasis kode QR e-
wallet, dinilai menjadi mode pembayaran terkini yang melanda sektor ritel Kesultanan Brunei
Darussalam dalam beberapa tahun terakhir,(Rashid & Haji Julaihi, 2022) lalu perubahan digital
pada sektor perbankan di Turki yang masuk lebih awal dari sektor lain dengan menyediakan
aplikasi seperti pembayaran yang dilakukan dengan fitur NFC pada ponsel pintar, transaksi
penarikan dan penyetoran uang tanpa kartu dari perangkat ATM, serta akses mobile banking
dengan sidik jari dan pengenalan wajah yang memiliki keunggulan kompetitif, peningkatan
efisiensi, penanganan kebutuhan pelanggan menjadi lebih cepat, dan peningkatan
profitabilitas,(USTAOMER, 2019) serta perkembangan fintech di Indonesia sebagai negara
dengan populasi terbesar di wilayah Asia Tenggara dan keempat di dunia yang mengalami
pertumbuhan 78% pada tahun 2016 dengan catatan sekitar 135-140 perusahaan start-up yang
terdata.(\Wahyuni, 2019) Tren fintech di Indonesia umumnya dipengaruhi dua faktor utama, yakni
faktor internal dan ekternal. Faktor internal merupakan kategori bagi faktor-faktor yang berperan
dalam firm-level, faktor tersebut dapat berjalan atas kendali pemegang otoritas perusahaan.
Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan home-country (Indonesia) yang terdiri dari berbagai

faktor dengan peran di luar kuasa perusahaan, misalnya instansi hukum dan pemerintahan(Bere et
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al., 2022).

Namun terkadang implementasi fintech belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik,
dikarenakan adanya beberapa tantangan yang masih harus dihadapi para pelaku bisnis dari sudut
pandang pelanggan, yakni tidak semua pelanggan berpandangan bahwa pembayaran digital perlu
dimanfaatkan, karena sulitnya masyarakat untuk beradaptasi dari metode transaksi lama ke metode
transaksi yang baru walaupun teknologi tersebut memiliki berbagai macam kelebihan dan
keunggulan seperti meningkatkan transparansi, yang memungkinkan seluruh pemangku
kepentingan, seperti bankir, nasabah, dan peradilan Islam untuk melihat transaksi yang terjadi di
lingkungan perbankan Syariah.(Nik Azman et al., 2020), serta rendahnya minat dan belum adanya
kebutuhan mendesak dari para pelanggan.(Fitri, 2020)

Dengan adanya perkembangan fintech dalam sektor ekonomi dunia sebagaimana gambaran
di atas memicu reaksi positif di kalangan akademisi untuk mengkaji fintech dari berbagai
aspeknya, namun penelitian tersebut masih terpusat pada topik “peran fintech dalam transformasi
sektor keuangan Syariah (Norrahman, 2023; Setiawati et al., 2024), peluang dan tantangan
keuangan Islam dalam duni digital (Laldin & Djafri, 2019), manfaat dan resiko penggunaan fintech
(Firmansyah et al., 2021), serta mekanisme integrasi fintech dalam keuangan Islam (Kamaruddin
et al., 2021). Maka dari itu, pendalaman kajian terhadap fintech terkait bagaimana mekanisme
operasional fintech dalam pemberdayaan ekonomi umat perlu dianalis secara mendalam dari asepk
hukumnya melalui pendekatan prinsip-prinsip ekonomi Islam, maslahat dan magashid syariah,
mengingat Islam tidak hanya melihat pada hasil yang dicapai namun juga memperhatikan

bagaimana proses yang harus dilalui dalam mencapai hasil tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-
analitis.(Abdussamad, 2021) Sumber data yang digunakan meliputi berbagai sumber pustaka yang
menyajikan dampak positif dan negatif penggunaan fintech, dan laporan organisasi internasional
mengenai fintech, serta penelitian terkait pengaruh fintech terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.
Data dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi peran fintech dalam pemberdayaan
ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, untuk menyajikan gambaran

yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.Hasil Penelitian
Istilah Fintech Dalam Transaksi Ekonomi
Fintech merupakan gabungan dua kata dalam bahasa Inggris yaitu finance yang berarti
layanan keuangan dan technology yang berarti teknologi informasi.(Gimpel et al., 2018) Dalam
kamus bahasa Inggris, fintech didefinisikan dengan “the business of using technology to offer
financial services in new ways” yang berarti suatu kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi
yang menawarkan layanan keuangan dengan cara baru.(Cambridge Dictionary, n.d.) Sehingga
dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fintech ialah suatu layanan keuangan yang
menggunakan sistem ataupun metode yang berbeda dari sebelumnya dengan memaksimalkan
penggunaan media ataupun sarana yang lebih maju. Hal ini senada dengan berbagai definis fintech
dari beberapa organisasi internasional sebagai berikut:
a) World Bank
Fintech merupakan penerapan teknologi digital pada layanan keuangan yang membantu
menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan keuangan bagi rumah tangga dan perusahaan
untuk mendorong pembangunan ekonomi. Dengan penerapan teknologi pada layanan keuangan
dapat menurunkan biaya transaksi dengan mengatasi akses geografis, meningkatkan kecepatan,
keamanan, dan transparansi transaksi guna memberikan layanan yang lebih baik kepada
konsumen.(Feyen et al., 2023)
b) Basel Committee
Komite Basel mendefinisikan fintech sebagai perusahaan yang tugas utamanya adalah
menyediakan layanan inovatif, seperti peluncuran teknologi baru di sektor keuangan.(Giglio,
2021)
c) Organisation for Economic Cooperation and Development — OECD
Fintech didefinisikan sebagai inovasi berbasis teknologi dalam layanan keuangan yang
dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru yang mempunyai dampak
besar terhadap ketersediaan jasa keuangan.(Capobianco, 2019)
d) International Organization of Securities Commissions — I0SCO
IOSCO mendefinisikan fintech sebagai model bisnis yang inovatif dan teknologi mutakhir
yang berpotensi mengubah industri jasa keuangan.(IOSCO Research Report on Financial
Technologies (Fintech), 2017)
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e) Financial Stability Board - FSB

FSB mendefinisikan Fintech sebagai inovasi yang didukung teknologi dalam layanan
keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap pasar dan lembaga keuangan serta penyediaan layanan
keuangan.(FSB, 2023)

Dari beberapa definisi tersebut, fintech sebagai suatu subjek dapat diidentifikasi ke dalam
bentuk layanan, inovasi dan teknologi, dan sebagai sebuah perusahaan. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Patrycja Ratecka dalam penelitiannya yang berjudul “Fintech - definition,
taxonomy and historical approach” yang memetakan ruang lingkup kajian fintech ke dalam
beberapa kriteria berikut: (1) durasi, (2) orientasi pelanggan, (3) ruang lingkup kegiatan, (4) model
bisnis, (5) penyediaan layanan dan (6) area pelayanan. Pendekatan 1-4 menyajikan ruang lingkup
fintech sebagai sebuah perusahaan, sedangkan pendekatan 5-6 berkaitan dengan ruang lingkup
layanan.(Patrycja, 2020) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan gabungan
antara kemajuan teknologi dan inovasi layanan dalam bidang keuangan yang berperan penting
dalam pertumbuhan ekonomi dan pembentukan berbagai macam model bisnis yang efisien dan
inovatif guna memberikan manfaat kepada pengguna dan penyedia layanan keuangan.

Jika ditinjau dari aspek sejarah, istilah fintech awalnya muncul pertama kali ketika awal
globalisasi keuangan terjadi. Hal ini ditandai dengan interkoneksi pertama kabel transatlantik
antara Eropa dan Amerika pada tahun 1866 hingga Barclays menemukan Mesin ATM pertama
pada tahun 1967. Selama periode ini, Sektor keuangan telah mengadopsi teknologi analog
tradisional seperti telegraf, kereta api, terowongan, dan kapal uap, yang mendukung terjadinya
hubungan finansial lintas perbatasan, yang memungkinkan terjadinya transmisi informasi dan
transaksi keuangan dan pembayaran dengan cepat di seluruh dunia. Periode ini juga ditandai
dengan pertama kalinya kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran, yang pada beberapa
dekade berikutnya telah mengubah lanskap aktivitas pembayaran industri.(Setiawan & Maulisa,
2020)

Hal ini membuktikan bahwa fintech diadopsi sebagai sebuah istilah baru ketika terjadi
perkembangan dan inovasi dalam bidang teknologi yang digunakan dalam layanan keuangan yang
kemudian memberi dampak signifikan berupa akses layanan informasi yang lebih mudah dan
mampu menjangkau skala yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang paling mutakhir.
Fintech Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Dunia
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Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat terjadi dengan adanya suatu faktor tertentu
sehingga menimbulkan reaksi positif berupa peningkatan pendapatan dan kualitas layanan dalam
bidang ekonomi. Dalam traksaksi layanan keuangan pada lembaga perbankan misalnya, nasabah
yang bergelut dalam bidang bisnis tidak perlu menunggu dalam waktu lama untuk melakukan
proses penarikan dan pengiriman uang. Dengan adanya layanan mesin ATM dan aplikasi mobile
banking, nasabah akan memperolenh kemudahan dalam bertransaksi sehingga menciptakan
efisiensi waktu. Hal ini bisa saja meningkatkan arus transaksi perdagangan pada skala lokal,
nasional bahkan internasional. Dengan harapan, bahwa adanya arus perdagangan yang lancar dapat
meningkatkan aset penjualan dan keuntungan.

Baru-baru ini, sektor fintech ternyata telah mendapatkan momentum yang signifikan dan
terkait dengan inklusi keuangan, juga dianggap sebagai penggerak keuangan, khususnya keuangan
digital. Laporan yang diterbitkan oleh McKinsey Global Institute mendukung pandangan ini.
Menurut laporan tersebut, diperkirakan pada tahun 2025, keuangan digital berpotensi
meningkatkan PDB negara berkembang sebesar 6%, atau mencapai $3,7 triliun.(Manyika et al.,
2016)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) mengenai peran pinjaman Fintech dalam perekonomian Indonesia, terungkap bahwa
kontribusi perkembangan Fintech terhadap PDB adalah sebesar Rp 25,97 triliun. Fintech juga
secara sektoral berpotensi mendorong pertumbuhan di sektor jasa keuangan, sektor informasi dan
komunikasi, asuransi, dana pensiun, dan sektor jasa perusahaan. Pertumbuhan fintech telah
menyerap tenaga kerja sebanyak 215.433 tenaga kerja, meningkatkan 4,56 triliun pendapatan
tenaga kerja dalam bentuk upah dan gaji. Pinjaman Fintech juga terbukti dapat meningkatkan
perekonomian dengan memberikan pinjaman khususnya kepada sektor UMKM.(ISABETLI
FIDAN & GUZ, 2023)Selain itu, fintech juga tetap berkontribusi positif terhadap perekonomian
Indonesia, bahkan perkembangan ekonomi sejalan dengan cepatnya perkembangan fintech itu
sendiri.(Utami, 2022) Meskipun pada awal pendiriannya, perusahaan fintech menyebabkan
gangguan bagi perekonomian Indonesia dan tidak menimbulkan konsekuensi ekonomi yang
serius.(Narayan, 2019)

Kemudian sektor fintech mengalami lonjakan yang signifikan dengan pendanaan global
sebesar $91,5 juta pada Oktober 2021. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah ini hampir dua
kali lipat dari jumlah yang terkumpul sepanjang tahun 2020. Pada kuartal terakhir, terlihat bahwa
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Amerika Serikat menyumbang 38% dari transaksi Fintech global dan terus menjadi wilayah
dengan transaksi Fintech terbanyak. Asia mengikuti AS dengan pangsa 26%.(ISABETLI FIDAN
& GUZ, 2023)

Di negara Tiongkok, peneliti bernama NaSong dan Isaac Appiah-Otoo menemukan fakta
bahwa fintech, pembayaran pihak ketiga, kredit, dan asuransi juga menjadi pendorong signifikan
pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Secara khusus, kenaikan 10% terjadi di sektor fintech,
sedangkan pembayaran pihak ketiga, kredit, dan asuransi meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Tiongkok masing-masing sebesar 8%, 4%, 5%, dan 16%.(Song & Appiah-Otoo, 2022)

Tidak jauh berbeda dengan beberapa negara di atas, pemerintah UEA juga telah mencapai
kemajuan signifikan dalam memberikan dukungan regulasi bagi fintech dan menerapkan beberapa
inisiatif untuk membantu mendorong pertumbuhan usaha di bidang ini. Sehingga fintech UEA
dalam beberapa tahun terakhir, mengalami pertumbuhan sebesar 30%. Hal ini kemudian
menjadikan UEA memimpin pasar fintech di MENA, dengan perwakilan sebesar 47% pada tahun
2019.(Zarrouk et al., 2021) Dengan adanya pertumbuhan fintech yang besar, tentu dapat
menciptakan inklusi keuangan yang merupakan prioritas uatam bagi para pembuat kebijakan di
seluruh dunia sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi karena perannya yang besar dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, membuka lapangan
pekerjaan, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Selain itu, inklusi keuangan juga
membantu mencapai sembilan dari tujuh belas tujuan yang telah disetujui oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.(Touat &
Ameziane, 2022)

IMF juga mengambil peran dalam penelitian peran fintech dalam perekonomian dunia,
melalui lembaran kerja International Monetary Fund yang berjudul “Is Schumpeter Right? Fintech
and Economic Growth” mengemukakan bahwa fintech mengubah lanskap keuangan di seluruh
dunia, dengan berbagai produk dan perusahaan baru yang menggunakan teknologi inovatif untuk
meningkatkan dan mengoptimalisasi layanan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengimplementasikan pemodelan dinamis untuk
menganalisis hubungan empiris antara fintech dan tingkat pertumbuhan PDB per kapita riil 198
negara selama periode 2012-2020, ditemukan hubungan yang menarik antara fintech dan
pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut dari waktu ke waktu. Pertama, adanya peran
pinjaman dan mekanisme penghimpunan modal secara digital sehingga terjadi pertumbuhan
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ekonomi secara signifikan. Kedua, fintech dan semua instrumennya berdampak positif secara
statistik disebabkan pangsa pinjaman digital yang sangat besar.

Namun terdapat perbedaan signifikansi antara negara maju dan negara berkembang.
Meskipun hubungan positif antara fintech dan pertumbuhan ekonomi lebih kuat di negara maju,
signifikansi statistik dari efek ini lebih tinggi di negara berkembang. Sehingga secara keseluruhan,
hasil penelitian ini mengkonfirmasi prediksi Schumpeterian bahwa inovasi keuangan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan intermediasi keuangan.(Nangin et al.,
2020)

Kontradiksi Pemanfaatan Fintech

Peran fintech dalam pembangunan ekonomi sebagai pendorong inklusi keuangan, ternyata
mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan adanya kemudahan-kemudahan yang
menjadi daya tawarnya. Semakin mudah layanan yang diberikan, maka akan semakin
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bahkan aspek keamanan yang sering menjadi perhatian
dalam penyelenggaraan suatu produk fintech, belum memperoleh cukup bukti untuk menunjukkan
adanya pengaruh terhadap peningkatan kepercayaan.(Nangin et al., 2020)

Sementara itu, peningkatan jumlah bisnis yang memasuki industri fintech dan mengadopsi
platform online telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan transaksi keuangan dan
perlindungan privasi konsumen.(Ooi et al., 2024) Misalnya, menurut laporan Global Fintech
Survey oleh PwC, 56% responden mengindikasikan bahwa masalah privasi dan keamanan
informasi dipandang sebagai ancaman terbesar bagi pertumbuhan industri fintech.(Eren, 2021)
Namun tidak menjadikan pengguna layanan fintech berkurang. Bahkan sebuah studi juga
menunjukkan, bahwa manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan keuangan yang
menggunakan fintech memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap prilaku pengguna fintech
dibandingkan dengan risiko yang dirasakan.(Abdul-Rahim et al., 2022)

Misalnya fenomena kasus pinjaman online di Indonesia, dikarenakan mudahnya akses
dalam mendapatkan pinjaman tanpa disertai analis yang tepat tentang kemampuan yang dimiliki
calon debitur, justru menjadi penyebab marak terjadinya praktik pinjaman online atau peer to peer
lending baik legal maupun ilegal yang berdampak buruk terhadap stabilitas ekonomi lembaga
keuangan. Hal ini nampak jelas pada pertumbuhan jumlah kasus wanprestasi 90 hari di atas 5%
yang merupakan batas kewajaran rasio kredit macet pada 19 Penyelenggara Pinjaman Online atau

Peer to Peer Lending(Puspadini, 2024) yang masih didominasi oleh peminjam dengan rentan umur
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19 sampai 34 tahun.(Respati & Setiawan, 2024) Selanjutnya berdasarkan data laporan OJK
sepanjang 2024 hingga 30 April, melalui Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa
Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan
bahwa terdapat 127.000 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
(APPK), termasuk 9.100 pengaduan. Pengaduan tersebut meliputi sektor perbankan sebanyak
3.252, sektor industri fintech 1.992, sektor industri perusahaan pembiayaan 432, dan sisanya
berasal dari sekrot indistri asuransi, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank
(IKNB).(Aprilia, 2024)

Kemudian hal ini makin diperparah dengan kondisi keuangan masyarakat yang melemah,
merebaknya prilaku konsumtif pada masyarakat digital serta lemahnya aspek pengawasan dari
pihak otoritas terhadap perusahaan yang melakukan kecurangan.(Arvante, 2022)

Islam Dan Ekonomi

Islam sebagai ajaran agama yang kompleks memberi perhatian terhadap segala aspek
kehidupan manusia tanpa terkecuali dalam urusan perekonomian. Mengingat bahwa manusia
merupakan makhluk yang evolutif, sehingga memungkinkan terjadi perubahan akibat
perkembangan ilmu pengetahun seiring kemajuan zaman. Perkembangan pengetahuan tersebut
kemudian menghantarkan umat manusia pada pola interaksi baru yang lebih modern dan variatif
dalam melaksanakan hubungan perekonomian.

Dengan perkembangan tersebut, maka Islam memberi batasan-batasan tertentu agar
kegiatan ekonomi yang berkembang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menghambat
kemajuan teknologi dalam menopang keberlangsungan kegiatan perekonomian. Prinsip dasar
tersebut terdapat dalam kaidah fikih “hukum asal muamalah adalah boleh hingga adanya dalil atau
pentunjuk yang mengharamkannya”. Kaidah ini memberi sinyal akan kebolehan inovasi dalam
bidang ekonomi hingga adanya keputusan otoritas terkait keharamannya dengan adanya berbagai
macam pertimbangan yang meliputi aspek kandungan dari zat objek yang diperdagangkan maupun
dalam proses penyelenggaraannya yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran
Islam.

Sebagai salah satu bentuk inovatif dalam bidang ekonomi ialah dengan kemunculan fintech
yang menggabungkan aspek teknologi mutakhir dengan layanan keuangan. Hal ini menciptakan
layanan variatif yang memudahkan manusia dalam memperoleh akses terhadap layanan keuangan.
Berbagai bentuk fintech berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern dengan
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harapan bahwa inovasi tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat
dan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat pada hahikatnya merupakan keadaan dimana seseorang atau
sekelompok masyarakat merasa tenang dengan terhindar dari rasa takut terkait berbagai hal negatif
yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang serta terhidar dari kesedihan akibat berbagai
kejadian yang pernah terjadi di masa lampau.(Sukmasari, 2020)Imam Al-Ghazali dalam hal ini
menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan tercapainya suatu kemaslahatan. Sedangkan
kemaslahatan dapat tercapai dengan terpeliharanya dengan baik tujuan syariah atau yang sering
disebut dengan al-magashid al-syariah.(Nufi Mu’tamar Almahmudi, 2019)

Terpeliharanya tujuan syariat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dapat
terlaksana jika kebutuhan-kebutuhan manusia baik secara materil maupun rohani pada 3 tingkatan
kebutuhan, yakni kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat terpenuhi
dengan baik. Pada tingkatan dharuriyat, terdapat lima hal yang perlu dipelihara, yakni jiwa, akal,
kehormatan dan keturunan, serta harta.(Kurniawan & Hudafi, 2021)

Adapun dalam pelaksanaan upaya pemeliharaan 5 aspek yang menjadi tolak ukur
kemaslahatan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat tentu memerlukan pihak
penanggungjawab yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pelaksana dalam penerapan
berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini kaidah fikih “segala kebijakan yang ditetapkan oleh imam (pemimpin)
terhadap rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya harus bermuara pada
kemaslahatan”,(ldrus, 2021) dapat dijadikan sebagai prinsip dasar perumusan kebijakan
pemerintah dalam mengatur kebutuhan pokok yang tepat bagi masyarakat pada sektor layanan
keuangan berbasis teknologi.(Khalid et al., 2022)

3.2.Pembahasan

Sebagaimana uraian data sebelumnya, bahwa dunia saat ini mengalami perkembangan
pesat dalam bidang teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor,
termasuk sektor keuangan. Lembaga keuangan telah beradaptasi dengan perkembangan zaman
melalui adopsi teknologi modern. Teknologi ini mencakup berbagai inovasi seperti perbankan
digital, fintech, pembayaran elektronik, dan blockchain.

Adaptasi lembaga keuangan terhadap teknologi modern tidak hanya mempermudah
transaksi keuangan tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan. Dengan lebih banyak orang yang
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dapat mengakses layanan keuangan melalui teknologi, maka ekonomi masyarakat pun akan
semakin meningkat. Khususnya bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses pada layanan
keuangan formal, termasuk masyarakat di daerah terpencil.

Namun faktanya, meskipun teknologi modern membawa banyak keuntungan seperti
peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, namun juga membuka celah bagi
penyalahgunaan data. Berdasarkan fenomena dampak negatif fintech, keamanan data menjadi isu
krusial karena risiko pencurian identitas, penipuan, dan pelanggaran privasi semakin meningkat.
Dampak negatif ini bisa merugikan pelaku dan pengguna jasa keuangan, serta mengancam
stabilitas sistem keuangan.

Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang komprehensif mengajarkan bahwa setiap
perkembangan yang membawa keuntungan harus juga dipertimbangkan dari sisi mafsadatnya. Dan
untuk mengaktualisasikan ajaran tersebut, maka hukum Islam menekankan pentingnya intervensi
pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi pada sektor layanan keuangan.

Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam penetapan kebijakan yang
berorientasi pada kemaslahatan umum (maslahat al-ammah) dan pengurangan dampak negatif
(mafsadat). Dengan demikian, konsep maslahat dan maqgasid syariah dapat dijadikan sebagai ruh
dalam pengambilan keputusan. Dimana magasid syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek
utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Adapun kebijakan dalam konteks penggunaan teknologi di sektor layanan keuangan harus
mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1) Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang ketat untuk melindungi data pribadi
pengguna jasa keuangan. Ini termasuk mekanisme keamanan yang canggih dan sanksi tegas
terhadap para pelaku pelanggaran.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga keuangan harus beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Hal ini
penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis
teknologi.

3) Edukasi dan Literasi Keuangan
Masyarakat perlu dididik mengenai penggunaan teknologi keuangan dan risiko yang

terkait. Literasi keuangan digital menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan dan
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memaksimalkan manfaat teknologi.
4) Inovasi Berkelanjutan
Pemerintah harus mendorong inovasi berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip
syariah dengan memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi kunci utama

keberhasilan suatu pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan adaptasi lembaga keuangan modern membawa manfaat besar
bagi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara global. Namun, di sisi lain pemanfaatan
teknologi dapat menimbulkan risiko akibat penyalahgunaan data pengguna jasa layanan keuangan
yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pihak otoritas. Islam melalui prinsip magasid
syariah dan kaidah fikih “kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi pada
kemaslahatan”, menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini.
Dimana pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi masyarakat, wajib
memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dimaksimalkan sementara risiko yang kemungkinan
terjadi dapat diminimalisir. Sehingga dengan adanya pendekatan yang seimbang, inklusi keuangan

dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan keamanan dan keadilan.
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